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RINGKASAN

Muhammad Fadillah. November 2024. PENERAPAN ITIKAD BAIK BERDASARKAN
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN.
Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat, 63 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Keadilan tidak selalu harus diperoleh melalui jalur pengadilan musyawarah dan kesepakatan
bersama juga bisa menjadi cara yang efektif. Dengan adanya mediasi dalam sistem peradilan,
pihak-pihak yang bersengketa dan masyarakat yang mencari keadilan dapat berupaya
menyelesaikan konflik mereka melalui dialog yang dipandu oleh seorang mediator, sebelum
memutuskan untuk melanjutkan kasus ke pengadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung
menilai penting untuk mewajibkan para pihak yang berselisih untuk terlebih dahulu berusaha
mencapai kesepakatan damai dengan bantuan mediator. Mediasi dalam sistem Peradilan
Perdata adalah langkah awal penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai
kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang mediator. Langkah
pertama yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya adalah
mendamaikan para pihak yang bersengketa. Peran hakim sebagai pendamai lebih diutamakan
daripada sebagai pemberi putusan. Jika proses tersebut berakhir dengan perdamaian, hal ini
dianggap lebih baik untuk mengakhiri sengketa. Namun, jika upaya damai tidak berhasil, maka
proses pemeriksaan akan dilanjutkan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti
terkait Bagaimana penerapan itikad baik para pihak dalam hal menghadiri proses mediasi di
Pengadilan Negeri Banjarmasin dan apa saja faktor pendukung berhasilnya penerapan itikad
baik tentang kehadiran pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Jenis penelitian hukum yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
empiris Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif analis yaitu
dalam pengertian di penelitian ini memberikan gambaran tentang objek yang sedang diselidiki
dengan menggunakan data atau sampel, lalu menyimpulkan berdasarkan analisis yang telah
dilakukan. Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif
dengan mengkaji secara langsung penerapan itikad baik berdasarkan perma nomor 1 tahun
2016 di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Pengadilan
Negeri Banjarmasin Kelas 1-A, JI. Mayjen Di Panjaitan No. 27, Antasan Besar, Banjarmasin
Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114.

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan harus diupayakan penyelesaian melalui
Mediasi terlebih dahulu, kecuali jika dikecualikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016. Pengecualian tersebut meliputi sengketa Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan
Industrial, keberatan atas putusan beberapa komisi dan badan tertentu, permohonan pembatalan
putusan arbitrase, sengketa partai politik, sengketa gugatan sederhana, sengketa dengan tenggat
waktu tertentu, sengketa tanpa kehadiran pihak yang dipanggil, gugatan balik, intervensi,
sengketa terkait perkawinan, dan sengketa yang telah diupayakan mediasi tetapi tidak berhasil.
Melalui wawancara di Pengadilan Negeri Banjarmasin Bapak Noripansyah, S.H. yaitu Panitera
Muda Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I-A menerangkan bahwa “sebelum
mediasi diadakan selalu ditawarkan kepada para pihak jika sudah lengkap atau sudah di panggil
2 kali tidak berhadir, berarti ditinggal dianggap tidak menggunakan haknya untuk menghadiri
persidangan, berati yang ada saja, dan majelis hakim pun juga menyampaikan seperti manfaat
mediasi dan lain-lain, serta majelis hakim juga menyampaikan apakah sudah ada atau mau
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menyiapkan mediator sendiri karena bisa mengambil mediator dari luar tetapi biaya ditanggung
pihak sendiri untuk membayar, namun bisa juga meminta dari pengadilan yang menunjuk
hakim mediatornya maka gratis”. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara
damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk
memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi merupakan salah satu
upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisish atau bersengketa bersepakat
untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator
(penengah). Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang sekarang dipraktikan
terintegrasi dengan proses peradilan. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi di pengadilan
saat ini memiliki kekhasan, yaitu dilakukan ketika perkara telah didaftarkan di pengadilan
(connected to the court).

Selama mediasi, para pihak harus hadir langsung, baik dengan atau tanpa kuasa hukum.
Kehadiran bisa dilakukan melalui komunikasi audio visual jarak jauh, yang dianggap sebagai
kehadiran langsung. Mediasi elektronik diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2022, dan dapat digunakan jika disepakati oleh para pihak. Jika salah satu pihak tidak
setuju, mediasi dilakukan secara konvensional. Melalui wawancara di Pengadilan Negeri
Banjarmasin Bapak Noripansyah, S.H. yaitu Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri
Banjarmasin Kelas I-A menerangkan bahwa “kuasa hukum principal tetap diperintahkan untuk
menghadirkan principal untuk dapat berhadir langsung karena kalau hanya kuasa hukumnya
saja maka perlu waktu lagi untuk memutuskan suatu kesepakatan karena perlu waktu lagi untuk
menyampaikan nya kepada kliennya. Selaras dengan yang dimaksud pada Pasal 6 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, merupakan indikator itikad baik mereka.
Ketidakhadiran dalam mediasi memiliki konsekuensi hukum dan hanya diperbolehkan dengan
alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan (dengan surat keterangan
dokter), berada di bawah pengampuan, tinggal di luar negeri, atau menjalankan tugas negara
atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Berdasarkan hasil wawancara dan menurut Pasal
6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di atas mengenai kewajiban menghadiri mediasi pada
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mewajibkan para pihak hadir secara
langsung ataupun melalui audio visual pada waktu mediasi dan ketidakhadiran para pihak
dalam mediasi harus berdasarkan alasan yang sah, apabila para pihak tidak menghadiri mediasi
dan sudah di panggil secara patut maka dianggap tidak beritikad baik.



ABSTRAK

Melalui wawancara di Pengadilan Negeri Banjarmasin Bapak Noripansyah, S.H. yaitu Panitera
Muda Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I-A menerangkan bahwa “kuasa hukum
principal tetap diperintahkan untuk menghadirkan principal untuk dapat berhadir langsung
karena kalau hanya kuasa hukumnya saja maka perlu waktu lagi untuk memutuskan suatu
kesepakatan karena perlu waktu lagi untuk menyampaikan nya kepada kliennya. Selaras
dengan yang dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,
merupakan indikator itikad baik mereka. Ketidakhadiran dalam mediasi memiliki konsekuensi
hukum dan hanya diperbolehkan dengan alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak
memungkinkan (dengan surat keterangan dokter), berada di bawah pengampuan, tinggal di luar
negeri, atau menjalankan tugas negara atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

para pihak yang berhadir dalam mediasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin lebih banyak
daripada yang tidak berhadir. Artinya, bahwa penerapan kehadiran para pihak dalam mediasi
di Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai ukuran itikad baik sudah terpenuhi.

Kata kunci (keyword): itikad baik, mediasi, pengadilan negeri
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